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Tesisini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap |mpor Tepung Gandum
(HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh
badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke
Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk
mencapal tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesisini akhirnya
menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan
hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai
dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

...... Thisthesisis discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation
N0.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours
(HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by
foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted
caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of
Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive
analysis methods are used. Finaly, thisthesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty
by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely
accordance with it legal norms or not.
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